
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan 
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR ~o TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

TAHUN 2025 

BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 518); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 6); 



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mermmpm 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 

jangka waktu tertentu di Daerah. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 

sampai dengan berakhimya masajabatan Kepala Daerah. 

unsur sebagai Bupati adalah Dae rah 3. Pemerin tah 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

SELATAN TAHUN 2025 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10); 

Menetapkan 



8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 

adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 ( satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya 

disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Daerah. 

14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah. 

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD 

sebelum disepakati dengan DPRD. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 

program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 



(2) Penyusunan Renja PD berpedoman kepada Peru bahan RKPD 
Tahun 2025. 

(3) Penyusunan Renja PD berpedoman kepada hasil evaluasi Renja 

PD tahun lalu. 

(4) Renja PD digunakan sebagi bahan penyusunan rancangan RKA 

PD. 

BAB II 

KEDUDUKANRENCANAKERJAPERANGKATDAERAH 

Pasal 2 

(1) Penyusunan Renja PD berpedoman kepada Perubahan Renstra PD 

Tahun 2021-2026. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk 

mencapaisasaran. 

22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Daerah untuk mencapai tujuan. 

23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala 

BAPPELITBANGDA adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Bangka Selatan. 



BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

( 1) Kepala PD wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan perencanaan Renja PD. 

(2) Kepala PD menyampaikan laporan basil evaluasi perumusan 

kebijakan Renja PD kepada Bupati melalui Kepala 
BAPPELITBANGDA. 

Pasal 5 

Kepala PD wajib melaksanakan Renja PD dalam rangka mendukung 

capaian pelaksanaan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026. 

Pasal 4 

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran 

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas 

dan fungsi setiap PD. 

Pasal 3 

Sistematika Penyusunan RKPD, terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
BAB V : PENUTUP 



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR '3() 

ARIS SETIA WAN 

Diundangkan di Toboali 

pada tanggal ':," Juli 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KA SELATAN, 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal ;- Juli 2024 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 30 

Diundangkan di Toboali 
pada tanggal I; Juli 2024 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal ;- Juli 2024 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 


